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PENGANTAR

Budaya good governance dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh
punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada
masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas good governance tersebut dalam
penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam
Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam
rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.

Dengan berakhirnya Tahun 2025, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan
Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai
pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Hal tersebut mendasari penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Padang Tahun
2025 ini. LAKIN ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas KPKNL Padang kepada masyarakat
atas segala pelayanan yang disediakan, yang menitikberatkan pada pencapaian kinerja yang
tertuang ke dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Padang Tahun 2025.
Penilaian kinerja KPKNL Padang telah menggunakan sistem balance scorecard (BSC) yang
dinilai berdasarkan pencapaian IKU yang mewakili keberhasilan KPKNL Padang dalam
mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Padang
dengan Menteri Keuangan.

Kami berharap dengan telah disusunnya LAKIN KPKNL Padang Tahun 2025, ini dapat
memberikan gambaran kepada masyarakat akan visi, misi, program, dan kegiatan yang
diselenggarakan oleh KPKNL Padang. Dengan full disclosure pada sasaran strategis dan IKU
KPKNL Padang, dan dengan mengingat hakikat KPKNL Padang selaku instansi penyedia
layanan publik, diharapkan tercipta suatu kontrol sosial atas kinerja KPKNL Padang yang pada
akhirnya bermuara kepada peningkatan kinerja dan performa serta pelayanan yang dapat kami
berikan kepada masyarakat luas. Dengan dilandasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang

menjunjung tinggi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, serta
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dengan didorong oleh semangat One Team, One Spirit, One Goal, KPKNL Padang selalu
melakukan continuous improvement demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik.
Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
mencurahkan tenaga dan pikirannya ke dalam penyusunan LAKIN KPKNL Padang Tahun 2025
ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada

kita semua.

Kepala KPKNL Padang

Ahid Iwanudin
NIP 197102261998031001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang
merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di
lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut
perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

KPKNL Padang merupakan kantor daerah yang merupakan instansi vertikal di bawah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang berada dibawah bimbingan Kantor Wilayah DJKN
Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. KPKNL Padang berkedudukan di Kota Padang,
tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79 yang wilayah kerjanya mencakup 11
kota/kabupaten disekitarnya. Kota/Kabupaten tersebut yaitu: Kota Padang, Kota Pariaman, Kota
Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok
Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

| DJKN KPKNL

TR AR AMAN L JIWiAvaH

V¥ KOTA SOLOK KPKNL PADANG
V¥ KOTA SAWAHLUNTO
V¥ KABUPATEN PADANG PARIAMAN

V¥V KABUPATEN SOLOK

VY KABUPATEN SOLOK SELATAN

V¥V KABUPATEN SIJUNJUNG

V¥ KABUPATEN DHARMASRAYA

V¥ KABUPATEN PESISIR SELATAN

V¥ KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
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Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana
masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan
momen yang sangat menentukan, Oleh karena itu, fokus
bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak
untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia;
sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali
menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar
dalam perjuangan setelahnya,

Pendahuluan




BAB1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang
merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan
Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan
Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di
Lingkungan Departemen Keuangan.

Budaya good governance dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh
punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada
masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas good governance tersebut dalam
penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam
Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam
rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.

Dengan berakhirnya Tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan
Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai

pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.



B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang merupakan unit eselon

IIT di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN

Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara, KPKNL Padang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan

negara, penilaian, dan lelang dengan fungsi yang meliputi:

a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;

=@ oo

—

—

Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan

kekayaan negara;
Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.

Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam

rangka pengelolaan piutang negara;

Pelaksanaan pelayanan penilaian;

Pelaksanaan pelayanan lelang;

Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
Pelaksanaan administrasi KPKNL

KPKNL Padang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang membawahi lima unit eselon

IV dan satu unit kelompok jabatan fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

/e e oo p

Subbagian Umum
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
Seksi Piutang Negara

Seksi Hukum dan Informasi

e. Seksi Kepatuhan Internal

=H

Kelompok Jabatan Fungsional (Pelelang dan Penilai)



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi
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Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan & Golongan

3 ]

1
, 1 01 BN I il H N
Il/a /b I/d I/a /b I/c iy/d IV/a IV/b
GOLONGAN

=SLTA =Dl =D3 =D4/S1 mS2
Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran,
pelaksanaan kegiatan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada di KPKNL Padang,
berdasarkan Data per-31 Desember 2025 jumlah pegawai KPKNL Padang adalah 26 orang,

dengan komposisi sebagai berikut:

10



a. Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Pegawai KPKNL Padang terdiri dari pegawai lulusan Sarjana Strata 1 (S1) dengan jumlah
14 orang, dan pegawai lulusan SMA dengan jumlah 2 orang, dengan 1 orang diantaranya
menduduki golongan III. Sementara lulusan DIII berjumlah 6 orang dan S2 berjumlah 3 orang,
dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

GOLONGAN TOTAL

PENDIDIKAN
Il/a II/b I:/ I/d Ill/a I{)I/ Il/c 1{11/ Ivia 1v/p (Orang)
SLTA
D1
D3
D4/S1
S2
Jumlah Pegawai
(Orang)

b. Berdasarkan Umur dan Golongan

KPKNL Padang pada tahun depan akan seorang pegawai karena pensiun (usia diatas 50
tahun sejumlah 2 orang). Sedangkan untuk pegawai berusia di bawah 30 tahun berjumlah 7 orang,
pegawai usia 31-40 tahun berjumlah 6 orang, dan pegawai dengan rentang usia 41-50 tahun
berjumlah 11 orang yang mendominasi.

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan

GOLONGAN TOTAL

UMUR
/b I/c I/d I/a | IIvb  I/e X/ | IVia ivip  (Orang)

20 - 25 tahun

26 - 30 tahun

31 - 35 tahun

36 - 40 tahun

41 - 45 tahun

46 - 50 tahun

> 50 tahun

11



Jumlah

Pegawai
(Orang)

Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur & Golongan

Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur & Golongan

IV/b

7
6
5
4
3
2
1
, H 1 = o N
Il/a Il/b I/d Il/a /b I/c 1ny/d IV/a
GOLONGAN
W 20 - 25 tahun W 26 - 30 tahun m31-35tahun
36 - 40 tahun W41 -45tahun M 46 - 50 tahun

M diatas 50 tahun

c. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Berdasarkan komposisi jenis kelamin dan golongan, dapat diketahui bahwa pegawai KPKNL

Padang didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 14 orang, sedangkan pegawai perempuan

berjumlah 12 orang. Rincian komposisi pegawai menurut jenis kelamin disajikan pada tabel

berikut:

12



Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

JENIS GOLONGAN TOTAL

KELAMIN 11 1 | 10a ‘ Ml/a /b ‘ M/c TId Ivia  1vp  (Orang)

Pria 14

Jumlah
Pegawai
(Orang)

Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin & Golongan

w

N

[any

I1/a 11/b I/d I/a /b I/c 1y/d IV/a IV/b

o

GOLONGAN
= Pria = Wanita
d. Berdasarkan Jabatan Fungsional
Agar dapat menyediakan pelayanan secara maksimal, KPKNL Padang memiliki pegawai
yang terdiri dari dua jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Saat ini,
pegawai dengan jabatan struktural berjumlah 20 orang dan pegawai yang memiliki kompetensi

fungsional berjumlah 6 orang yang dibagi menjadi kelompok JF Pelelang dan JF Penilai.

13



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

76,92%

= Struktural = Fungsional

Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

JENIS JABATAN JUMLAH PEGAWALI (Orang)

Struktural 20

Fungsional 6

14



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

23,08%

= Struktural = Fungsional

Tabel 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

UNIT KERJA TERAMPI PERTAM MADY JUMLAH
L A A
Kelompok JF Pelelang 0 2 1 0 3
Kelompok JF Penilai 0 2 1 0 3
TOTAL (1 4 2 0 (3

15



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang,
melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak
terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan
ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar
tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada
akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada
angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga
kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

)2

Rencana Kinerja

A.Rencana Strategis

B. Prioritas Nasional dan Penyusunan
Renja Tahun 2025 dan tahun 2026

C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun
Anggaran 2025

D. Rehnement Kinerja dan Risiko Tahun
2025 dan Tahun 2026
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BAB 11

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat koordinatif dan
sistematis yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dalam rentang waktu
tertentu. Perencanaan strategis KPKNL Padang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana
strategi disusun agar pelaksanaan tugas pokok fungsi KPKNL Padang sebagai instansi pelayanan
dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang adalah: “Menjadi Pengelola
Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat.”

Visi tersebut mengandung pesan bahwa KPKNL Padang sebagai lembaga/institusi yang
mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan
negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Profesional adalah
pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang
dilaksanakan sesuai prosedur, norma, waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah
ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang
negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan
lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujdukan kemakmuran rakyat
melalui: (i) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan
negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, (ii) peningkatan pembiayaan
dalam negeri, serta (iii) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu
penetapan arah gerak serta batasan lingkup kinerja KPKNL Padang yang tertuang dalam misi
yaitu:

a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan
kekayaan negara.

b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.

¢. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.

d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai

keperluan.
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e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai

instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Padang

membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai

pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Padang tahun 2025 sesuai dengan peta

strategis Kemenkeu Three Tahun 2018, terdiri dari 9 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator
Kinerja Utama (IKU).

C. PETA STRATEGI

Gambar 3. 1 Visi,Misi, Tujuan, dan Sasaran Stategis DJKN 2025-2029

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis DJKN 2025-2029

REPUBLIK INDONESIA-

Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi

Kementerian Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN

Tujuan

DJKN
Sasaran
Strategis

Mewujudkan pengelolaan
kekayaan negara yang optimal
dan mampu memberi manfaat
ekonomi dan sosial

1 Pengelolaan kekayaan
negara yang optimal dan
mampu memberi
manfaat ekonomi dan
sosial

1 Pengelolaan kekayaan
negara, piutang negara, dan
investasi yang optimal dan
mampu memberi manfaat
ekonomi dan sosial

. o
5 Arah Kebijakan

2

2

Mewujudkan layanan
penilaian dan advisori
yang profesional dan
relevan untuk kepentingan
negara

Layanan penilaian dan | 3
advisori yang profesional
dan relevan untuk
kepentingan negara

g

Layanan penilaian dan
advisori yang profesional
dan relevan.

s
1 Arah Kebijakan

3 Mewujudkan layanan lelang

yang modern dan tepercaya
untuk mendukung
perekonomian nasional dan
penegakan hukum.

4

Layanan lelang yang modern dan | 4

tepercaya untuk mendukung

perekonomian nasional dan
penegakan hukum.

&

3 Layanan lelang yang

modern dan tepercaya.

¥
1 Arah Kebijakan

4

Mewujudkan pengelolaan sumber
daya organisasi dan teknologi
informasi yang adaptif dan inovatif
untuk mewujudkan layanan prima
dalam kerangka budaya
Kemenkeu Satu.

Pengelolaan su‘rse':r daya
organisasi dan teknologi informasi
yang adaptif dan inovatif untuk
mewujudkan layanan prima.

Pengelolaan su'rge;r daya
organisasi dan teknologi
informasi yang adaptif dan
inovatif.

-
3 Arah Kebijakan
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D. KONTRAK KINERJA
Tabel 1. 6 Kontrak Kinerja KPKNL Padang

SASAE;EIiBTg(;RAM/ INDIKATOR KINERJA TARGET
1a-CP_ Indeks Integritas 100
Pengelolaan kekayaan negara dan | 1b-CP  Persentase Realisasi
1 |lelang yang proaktif, adaptif, dan Penerimaan Negara dari 100%
tepercaya Pengelolaan Kekayaan °
Negara dan Lelang

2a-CP  Tingkat optimalisasi

100%
pengelolaan aset negara

2b-CP Persentase realisasi pokok
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang 100%

2 lelang yang optimal
2c-CP Persentase realisasi
penurunan nilai saldo 100%
piutang negara
3a-CP Indeks efektivitas
Pelayanan kekayan negara dan edukasi dan 74
3 [lelang yang memenuhi kebutuhan komunikasi
pengguna jasa 3b-N  Indeks kepuasan 77
pengguna layanan
4a-CP  Persentase BMN berupa tanah,
ang disertipikatkan 0
Penerapan tata kelola aset yang yane P 100%
4 .
efektif .
4b-CP  Persentase evaluasi 100%
kinerja BMN 0
5a-CP Persentase realisasi
penyelesaian Berkas Kasus 100%
el . Piutang Negara
clayahan piutang negara, 5b-CP  Tingkat kualitas
5 |penilaian, dan lelang yang I Lai 70%
profesional dan produktif ayanan penvaian
5¢-CP Persentase
produktivitas 80%
lelang
6a-CP Indeks kualitas kinerja 100%
anggaran
6b-N  Indeks tata kelola
Pengelolaan keuangan dan BMN eneadaan barane dan
6 |yang akuntabel, serta SDM yang p £ 8 100%
adaptif Jasa
6¢c-N  Persentase pengembangan
. . 80%
kompetensi pegawai
; Penanganan hukum dan 7a-CP  Persentase Deviasi 100
komunikasi publik yang efektif Ketergunaan Hasil
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Penilaian

7b-N Indeks pengelolaan layanan

informasi publik (PPID) 80
p . 8a-N  Indeks kualitas
engawasan dan pengendalian . Kineri
8 l[internal, serta manajemen risiko mana.Je.men 1nerja 80
dan risiko

yang efektif

E. PENGUKURAN KINERJA
Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, KPKNL Padang
berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang

Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

F. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan Kinerja merupakan serangkaian proses dari penyusunan rencana kerja
sampai dengan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan visi dan misi organisasi dapat tercapai.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kemenkeu-Three dilaksanakan secara rutin
setiap triwulannya.

Selain evaluasi capaian kinerja, KPKNL Padang juga melakukan reviu kontrak kinerja
dengan tujuan untuk memperbaiki budaya kinerja organisasi, meningkatkan awaraness unit
KPKNL Padang dalam rangka tertib administrasi dokumen pengelolaan kinerja organisasi, dan

mendapatkan feedback untuk perbaikan pengelolaan kinerja.

G.ADENDUM KONTRAK KINERJA
A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

Perubahan indikator kinerja utama yang terdapat pada Adendum Perjanjian Nomor:

1A/WKN.03/2025 adalah sebagai berikut:

Semula Menjadi
No. Sasaran Program/Kegiatan = —
Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target
1. | Pengelolaan kekayaan negara dan|2b-CP |Persentase realisasi pokok lelang | 100 |2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang 100
lelang yang optimal
BRI (728 M) (Rp79,3 M)
2. |Pengelolaan kekayaan negara dan|2c-CP | Persentase realisasi penurunan 100 |2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo 100
lelang yang optimal nilai saldo piutang negara (350]T) piutang negara (Rp1,08 M)
3. | Pelayanan piutang negara, penilaian,| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian 100 |5a-CP |Persentase realisasi penyelesaian Berkas 100
dan lelang yang profesional dan Berkas Piutang Negara (40) Piutang Negara (41.90)
produktif
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B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Perubahan rincian target kerja atau trajectory yang terdapat pada Adendum Perjanjian

Nomor: PK-01A/WKN.03/2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perubahan Rincian Targer Kerja Adendum Perjanjian Nomor: 1A/WKN.03/2025

Sebelum Menjadi
Target Indikator Target
Kode Indikator a Kode fe
e ol @ S.d. @ S.d. ot S K Kinerja o @ S.d. o S.d. o 5
erja Indvidu
e & @ Q3 Indvidu @ Q3
Persentase 4 2b-CP | Persentase »”
-CP | ealisasi pokok | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% realisasi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 00%
(728 M) (79.3 M)
lelang pokok lelang
2¢-CP Persfent:ase 2¢-CP Persgntése
realisasi realisasi 100%
penurunan nilai | 4500 | 1009, | 1009 | 100% | 100% | 100% | ,100% penurunan | 4550 | 1009 | 100% | 100% | 100% | 100% | (Rp1,08
saldo piutang (350]T) nilai  saldo M)
negara piutang
negara
5a2-CP Pers:ent;:xse 5a-CP Pers.enti.ase
realisasi realisasi
penyelesaian 100% penyelesaian 100%
Berkas Piutang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Berkas 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
(40) : (41.90)
Negara Piutang
Negara

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Pengelolaan kekayaan negara
1 |/dan lelang yang produktif dan ||1a-CP El;ie;;saiepuasan Pengguna 100
kredibel y
Persentase realisasi penerimaan
1b-CP |negara dari pengelolaan kekayaan||100%
negara dan lelang
Pelayanan kekayaan negara dan Persentase akurasi data IGT peta o
2 |llelang yang memenuhi 2a-CP 100%
BMN berupa tanah
kebutuhan pengguna layanan
‘ H H2b-N HTingkat Efektifitas Pembinaan HSO% |
Pengurusan piutang negara dan Persentase realisasi penurunan o
3 . 3a-CP| . . . 100%
pelayanan lelang yang efektif nilai saldo piutang negara
3b-CP Persentase realisasi kinerja 100%
Lelang
4 Pene?apan tata kelola aset yang 4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan 100%
efektif aset negara
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4b.CP PersenFase BMN berupa tanah 100%
yang disertipikatkan

‘ H H4c-N HPersentase evaluasi kinerja BMN HIOO% |
Pelayanan piutang negara,

Persentase realisasi penyelesaian

5 |jpenilaian, dan lelang yang 5a-CP . 100%
profesional dan produktif Berkas Piutang Negara
Sb-CP Tlngkgt kualitas layanan 0%
penilaian

‘ H HSC-CPHPersentase produktivitas lelang HSS% |

Pengelolaan SDM yang adaptif,
6 |keuangan yang akuntabel, dan ||6a-N

Persentase Pengembangan

(V]
Kompetensi Pegawai 100%

BMN yang produktif
‘ H H6b-N HIndeks kualitas kinerja anggaran HIOO |
‘ H ”6C-N HIndeks pengelolaan Kearsipan H80 |
7 Penanganan hukum dan 7a-CP Indeks efektivitas komunikasi R0
komunikasi publik yang efektif publik
7b-CP Indeks penanganan permasalahan 20
hukum
Pengawasan, pengendalian
8 |[internal, dan manajemen risiko ||8a-N |\Indeks integritas organisasi 100
yang efektif
b-N Ir}deks kuaht'ag manajemen 23
kinerja dan risiko
Persentase rekomendasi hasil
8c-N |[[pengawasan itjen yang 95,6%
ditindaklanjuti
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Dilintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan
semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh
kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu
tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat
singkat ketika napas, itme, dan kepercayaan dipertaruhkan;
tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang
tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus
berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang
baru pada saat yang paling menentukan.

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kingrja Organisasi

B. Realisasi Agenda Prioritas

C. Realisas Anggaran

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

E Kineria Lain-Lain

F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025 terhadap 11 Indikator Kinerja Utama
(IKU) KPKNL Padang maka diperoleh hasil dimana seluruh IKU mencapai target yang
ditentukan. Berikut rincian capaian kinerja atas 11 IKU KPKNL Padang tahun 2025:
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Padang Tahun 2025

SASARAN INDIKATOR

NO-  PROGRAM/KEGIATAN KINERJA R %
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE (30%)
la-cp|  ndeks 100 120 120
Integritas
Pengelolaan kekayaan
| | negara dan lelang yang Persentase
proaktif, adaptif, dan Realisasi
tepercaya Penerimaan
tb-cpheg@ dan o000 | 13121% | 13121
Pengelolaan
Kekayaan
Negara dan|
Lelang
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)
Tingkat
2-cpPPUmalisasi 100% | 113,52% | 113,52
pengelolaan asef]
Pengelolaan kekayaan regara
2 | negara dan lelang yang
optimal
Persentase
2b-CPrealisasi pokokl  100% 130,51% 130,51
lelang
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2¢-CP

Persentase
realisasi
penurunan
nilai saldo
piutang negara

100%

125,41%

125,41

Pelayanan kekayan negara
dan lelang yang

3a-CP

Indeks
efektivitas
edukasi
komunikasi

dan

74

117,43

158,68

memenuhi kebutuhan

pengguna jasa

3b-N

Indeks kepuasan
pengguna
layanan

77

94,59

122,84

PROCESS PERSPECTIVE (25%)

Layanan Penilaian yang

4a-CP

Indeks
Ketepatan
Waktu
Penyelesaian
Layanan
Penilaian

100%

101,59%

101,59

Agile, Efektif, dan Efisien

4b-CP

Persentase
evaluasi kinerja
BMN

100%

113,39%

113,39

5a-CP

Persentase
realisasi
penyelesaian
Berkas Kasus|
Piutang Negara

100%

126,25%

126,25

Pelayanan piutang negara,
penilaian, dan

lelang yang profesional dan
produktif

5b-CP

Tingkat kualitas|
layanan
penilaian

70%

105,94%

151,34

5¢-CP

IPersentase
produktivitas
lelang

80%

117,60%

146,99
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LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)

IPersentase

ga-cppaldo  Berkas 0 120 120
Kasus Piutang

Negara

Pengelolaan keuangan dan Persentase
6 |BMN yang akuntabel, serta 6b-N [Produktivitas 100 120 120
SDM yang adaptif Lelang

Persentase
pengembangan
kompetensi
pegawai

6¢-N 80% 98% 122,50

IPersentase
7a-cpocViasi 100 114,02 | 114,02
Ketergunaan

Hasil Penilaian
Penanganan hukum dan

7 |komunikasi publik yan
efektif

Indeks
pengelolaan
layanan
informasi publik

Pengawasan dan Indeks Kualitas
pengendalian internal, serta 84N Manajemen
manajemen  risiko  yang Kinerja dan|
efektif Risiko

7b-N 80 115,83 144,79

80 99,52 124,40

NILAI KINERJA ORGANISASI ‘ 117,95%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2025 : Rp2.432,771,000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2025  : Rp2.342,756,580
Jumlah Efisiensi Anggaran Program Tahun 2025 : Rp90,014.420
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Pada tahun 2025, KPKNL Padang mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar
117,95%. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 5,02%
dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 sebesar 112,93%. Dari hasil evaluasi kinerja
terhadap 18 IKU Kemenkeu-Three tahun 2025 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Three tahun 2025 sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam
Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang

Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

Dengan Indikator Kinerja Utama:
a. Indeks Integritas
Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan
KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal
KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian
didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.
b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Lelang
Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh
manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak
yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan
pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme
anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan
kekayaan negara dan lelang berasal dari:
1) PNBP BMN
Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang
milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis
PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:
a. Penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue
diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah
disetorkan ke kas negara)

b. Pemanfaatan barang milik negara; dan
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c. Pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada
satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik negara.

2) PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara
yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBP Lelang
Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

a. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian

b. Bea lelang batal atas permintaan penjual,

c. Biaya permohonan lelang,

d. Uang jaminan pembeli wanprestasi,

e. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan
pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait

Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Dengan Indikator Kinerja Utama:
a. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola
Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan

pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan
Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi:

a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

b. pengadaan;

c. Penggunaan;

d. Pemanfaatan;
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e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. penilaian;

g. Pemindahtanganan;

h. pemusnahan;

1. penghapusan;

j. Penatausahaan; dan

k. pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan
bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk
memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan

pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada
Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada
pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau
adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan

dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang.

b. Persentase realisasi pokok lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang
diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang
pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah
disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah
pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh
Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang
pada tahun 2025 adalah sebesar Rp89.854.000.000.
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c¢. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek
kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU
yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun
sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun
sebelumnya yang belum tercatat).

2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)

3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)

4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)

5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan

6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai) Adapun target IKU ini sebesar 100%

Pada tahun 2025 KPKNL Padang mendapat target sebesar Rp3.346.200.000 dan realisasi yang
diperoleh sebesar Rp4.876.684.995. Capaian realisasi tersebut dapat memenuhi target karena
kemampuan dan itikad debitur untuk hutangnya serta upaya proaktif dari pegawai KPKNL
Padang.

Sasaran Strategis 3: Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan
Pengguna Jasa
a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur

tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh DJKN. Indeks ini
diperoleh melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan yang disusun dan
dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan

kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan DJKN berpedoman pada Peraturan Menteri
PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mengatur metodologi, instrumen, serta tata cara
pengolahan dan pelaporan hasil survei. Komponen yang diukur dalam survei meliputi antara lain
persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif,
spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta

penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
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Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tidak hanya berfungsi sebagai
indikator kinerja, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan
layanan, peningkatan standar pelayanan, serta penguatan budaya pelayanan prima di lingkungan

DIJKN, khususnya pada unit vertikal seperti KPKNL.

b.Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan melalui bimbingan teknis,
sosialisasi, pemberian konsultasi, pendampingan, maupun penyampaian arahan yang ditujukan
kepada pihak internal maupun eksternal DJKN. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kebijakan, regulasi, serta proses
bisnis layanan kekayaan negara dan lelang, sehingga seluruh tahapan pekerjaan dapat
dilaksanakan secara benar, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain edukasi, aspek komunikasi juga memiliki peran penting dalam memastikan pesan,
informasi, dan kebijakan yang disampaikan dapat dipahami secara jelas dan tepat oleh pengguna
jasa. Komunikasi yang efektif diharapkan mampu meminimalkan kesalahan prosedur,
mempercepat proses layanan, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi stakeholder
terhadap layanan DJKN.

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi merupakan ukuran tingkat keberhasilan
kegiatan edukasi dan komunikasi yang dilaksanakan, yang dilihat dari sejauh mana peserta atau
stakeholder = memahami  substansi  materi yang  disampaikan  serta = mampu
mengimplementasikannya dalam praktik. Pengukuran indeks ini mencerminkan kualitas materi,
metode penyampaian, keterjangkauan informasi, serta relevansi topik dengan kebutuhan
pengguna jasa.

Dengan meningkatnya efektivitas edukasi dan komunikasi, diharapkan terjadi
peningkatan kualitas interaksi antara DJKN dengan stakeholder, berkurangnya kesalahan
administrasi dan prosedural, serta meningkatnya kelancaran pelaksanaan layanan kekayaan
negara dan lelang secara keseluruhan.

Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif
a. Persentase BMN berupa tanah yang

disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa
tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah
Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013,
Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertifikatan BMN berupa tanah yang
didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor

186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.
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Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2025 adalah pelaksanaan pensertifikatan atas bidang
tanah BMN yang belum bersertifikat (termasuk yang berstatus Bersertifikat Lainnya), dengan
output Sertifikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau
update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah
(Valserah).

b. Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang
dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu
kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang,
kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara.
Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi